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NURSADDAM (B 111 09 376) Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak 
Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Di Kota Makassar. Dibawah 
Bimbingan Muhadar selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas selaku 
Pembimbing II. 
 Penilitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang terjadinya 
tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu di Kota Makassar, dan 
untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak hukum 
terkait dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak 
pidana pengedaran mata uang kertas palsu di Kota Makassar.  
Penilitian ini dilaksanakan di Kantor Polrestabes Makassar, Kantor 
Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Maluku Papua (SULAMPUA) Makassar 
dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan sumber data 
yang terdiri dari data primer berupa data yang diperoleh dari lapangan, 
juga hasil wawancara langsung dari responden dan data yang diperoleh 
dari sekunder arsip, laporan dari instansi terkait. Selain wawancara 
terstruktur dengan para responden, penilitian juga dilakukan dengan 
mengadakan wawancara bebas dengan pihak-pihak terkait termasuk para 
tahanan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam 
skripsi ini.  
Temuan yang diperoleh dari penilitian ini, antara lain : (1) tindak 
pidana pengedaran mata uang kertas palsu di kota Makassar ini 
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Kondisi Ekonomi, Kondisi Peluang 
Mengedarkan Uang Palsu, Dukungan Teknologi Pemalsuan Uang, 
Kondisi Lingkungan, Laju Pertukaran Uang, Keterampilan Pembuat Uang 
Kertas Palsu, Tingginya Angka Transaksi Tunai, Minimnya Pengetahuan 
Masyarakat tentang Uang Kertas Palsu, dan Kurangnya alat pendeteksi 
uang palsu di masyarakat. (2) upaya yang dilakukan oleh pihak 
Polrestabes Makassar dan Bank Indonesia untuk menanggulangi tindak 
pidana pengedaran mata uang kertas palsu ditempuh dengan dua cara 
yaitu secara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan 
memberikan sosialisasi langsung maupun tidak langsung, sedangkan 
upaya represif antara lain : penyelidikan yakni melakukan penyelidikan 
sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam kasus peredaran uang palsu 
yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok dalam masyarakat. Tidak 
terlepas apabila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk 
penegakkan hukum positif Indonesia. Penindakan yakni melakukan upaya 
penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan peredaran uang 
palsu yang dilakukan masyarakat dalam bentuk apapun, serta Hakim 
wajib memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana 
peredaran uang palsu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan 
peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu 
negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu.  
Peranan uang sangat strategis dalam memainkan perannya 
dalam perekonomian suatu Negara. Walaupun saat ini berkembang 
suatu penggunaan transaksi keuangan secara elektronik, namun tidak 
mengurangi pentingnya transaksi secara tunai. Terlebih lagi sebagian 
besar masyarakat Indonesia masih menggunakan uang kertas (kartal). 
Perekonomian yang terpuruk karena krisis ekomnomi yang 
melanda Negara-negara didunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan 
kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Peran uang yang 
penting seperti dikemukakan di atas, telah menumbuhkan keinginan 
manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, tidak sedikit cara-
cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum. 
Kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran mata uang palsu 
saat ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, dimana dampak 
utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat 
mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi 
dampaknya terhadap kepentingan Negara, kejahatan mata uang ini 
menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Negara 
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itu sendiri. Kota-kota besar seperti Makassar merupakan sasaran 
kejahatan mata uang palsu, karena kebutuhan hidup masyarakat yang 
meningkat dan juga mengakibatkan kejahatan semakin meningkat. 
Maraknya berbagai jenis kejahatan menjadi bukti bahwa tingkat 
moralitas dan ahlak masyarakat sudah mulai berkurang, sebagai 
contoh tindakan penipuan seperti pengedaran uang palsu. 
Keberadaan uang palsu di tengah-tengah masyarakat akan 
membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Masyarakat kita 
yang mayoritas adalah ekonomi menengah kebawah akan sangat 
terpengaruh dengan keberadaan uang palsu ini. Contoh sederhana 
yang dapat diamati adalah jika seseorang yang berprofesi sebagai 
pedagang keliling yang setiap harinya harus berkeliling menawarkan 
barang dagangannya, sementara ia juga sebagai tulang punggung 
keluarga yang harus membiayai istri dan anaknya. Penghasilan per 
hari hanya sekitar Rp. 40.000, namun akan sangat dirugikan jika 
ternyata uang hasil usahanya tersebut adalah uang palsu yang tidak 
dapat dimanfaatkan. Kerugian yang dialami tidak hanya karena tidak 
dapat  menggunakan uang hasil usahanya untuk modal kembali, 
tetapai juga karena harus menopang hidup keluarganya. 
Kejahatan uang palsu ini juga membawa pengaruh yang lebih 
besar jika kita tengok dari perekonomian Negara. Pemerintah secara 
dini telah menyadari pentingnya uang sebagai alat pembayaran yang 
sah yang sifatnya umum dan dapat diterima secara luas oleh 
masyarakat. Oleh karena itu pemerintah telah berusaha sedapat 
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mungkin untuk menciptakan alat pembayaran yang memiliki 
karateristik yang unik yang tidak memungkinkan bagi orang lain selain 
Negara untuk dapat meniptakannya dengan bebas, sehingga 
diharapka nantinya benar-benar pemerintahlah pemegang otoritas 
satu-satunya dalam penciptaan uang. Namun mengingat bahwa tugas-
tugas yang diemban pemerintah sangatlah luas, maka pemerintah 
mendelagasikan tugas ini kepada lembaga yang bersifat independen 
dan kuat untuk dapat melaksanakannya. Bank Sentral Indonesialah 
yang memperoleh mandat dari Negara guna melaksanakan tujuan 
utamanya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. 
Pada awalnya, keberadaan perbankan mempunyai tugas utama 
sebagai tempat tukar menukar uang. Seiring dengan perkembangan 
dunia usaha, maka perkembangan perbankanpun semakin pesat, 
karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari 
perkembangan perdagangan. Sejarah perbankan Indonesia memiliki 
keterkaitan yang erat dengan jaman penjajahan Hindia-Belanda. 
Beberapa bank pada masa itu : 
1. De Javasche NV 
2. De Past Paar Bank 
3. De Algemenevolks Credit Bank 
4. Nederland Handles Maatcappji ( NHM ) 
5. Nationale Handles Bank ( NHB ) 
6. De Escompto Bank NV 
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Sedangkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia 
berasal dari De Javasche Bank yang dinasionlisir pada tahun 1951. 
Bank Indonesia yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 13 tahun 1968 yang diperbaharui Undang-Undang nomor 23 
tahun 1999 dan disempurnakan melalui Undang-undang nomor 3 
tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 
Instrumen yang menjadi sarana untuk mengontrol peredaran 
mata uang rupiah adalah perbankan khususnya bank Indonesia 
sebagai Bank Sentral Indonesia. Besarnya jumlah uang palsu yang 
beredar dalam masyarakat akan membawa pengaruh yang cukup 
besar bagi kestabilan perekonomian Negara. Semakin besar jumlah 
uang palsu yang beredar akan sangat mempengaruhi daya beli dan 
perekonomian masyarakat. Keberadaan uang palsu dapat mendorong 
terjadinya inflasi karena jumlah uang yang beredar menjadi tidak 
terkontrol dan melebihi batas. oleh karena pencetakan uang asli oleh 
pemerintah dilakukan oleh percetakan Negara atas permintaan Bank 
Indonesia melalui perencanaan dan pengaturan secara cermat 
sehingga tapat sasaran, sehingga diperlukan peran-peran dari Bank 
Indonesia yang lebih signifikan untuk dapat menekan peredaran uang 
palsu di Indonesia. 
Keberadaan uang palsu dalam masyarakat tidak bisa 
dilepaskan dengan kondisi stabilitas perekonomian Negara. 
Masyarakat sering bertanya-tanya mengapa ada uang palsu dan 
mengapa uang tersebut bisa palsu serta apa akibat yang ditimbulkan 
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oleh adanya uang palsu tersebut ? bahkan ada sebagian kecil yang 
berpendapat alangkah lebih baiknya jika setiap orang dapat membuat 
uang sendiri. Hal ini akan menjadi cara dan jalan keluar dalam 
menghadapi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi 
yang terjadi di Negara kita. 
Masyarakat kini dihadapkan pada kondisi perkembangan dunia 
yang lebih global dan terbuka. Hal ini menyebabkan masyarakat 
menjadi lebih mudah mengalami perubahan dan penerimaan nilai-nilai 
baru. Apa yang dulunya dipegang kuat oleh masyarakat kini bisa 
dengan mudah nilai-nilai tersebut lepas dan pudar dari masyarakat. 
Hal ini juga dapat kita lahat dalam sistem atau norma dalam 
perekonomian Negara. 
Nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dalam berusaha kini 
dengan mudah digeser oleh desakan ekonomi atas pemenuhan 
kebutuhan hidup ataupun hanya sekedar untuk pemuasan hasrat 
komsumtif dan pretise dalam masyarakat. Hal ini dapat kita buktikan 
dengan munculnya kejahatan uang palsu. Para pelaku pemalsu 
maupun pengedarnya dengan diam-diam menggunkan uang palsu 
tersebut untuk transaksi keuangan yang dapat merugikan orang lain ini 
secara otomatis telah melanggar nilai-nilai kejujuran yang ada. Bahkan 
tidak jarang mereka yang secara tidak sadar menerima uang palsu 
tersebut kembali mempergunakan uang tersebut untuk transaksi lain 
dengan alasan tidak merugi. 
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Melihat akibat yang ditimbulkan oleh tindakan Pengedaran mata 
uang kertas palsu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian 
guna mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran mata 
uang kertas palsu dan bagaimana menanggulanginya khususnya yang 
terjadi di wilayah Kota Makassar. Oleh sebab itu penulis mengangkat 
judul: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran 
Mata Uang Kertas Palsu di Kota Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarakan uraian latar belakang masalah diatas, maka 
rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 
1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran mata 
uang kertas palsu di Kota Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana 
pengedaran mata uang kertas palsu di Kota Makassar? 
C. Tujuan penulisan 
 Adapaun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak 
pidana pengedaran mata uang kertas palsu di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulan tindak pidana 
pengedaran mata uang kertas palsu di Kota Makassar. 
D. Manfaat Penelitian 
Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat 
yang berupa : 
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1. Manfaat secara teoritis 
Penelitian ini dapat memberikan masukan sekaligus 
menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia 
akademis, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana 
pengedaran mata uang kertas palsu. Selain itu dapat dijadikan 
bahan kajian lebih lanjut utuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat 
memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia. 
2. Manfaat secara Praktis 
Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan 
tentang kasus-kasus tindak pidana yang terjadi dewasa ini dan 
bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus tindak 
pidana pengedaran mata uang kertas palsu dapat dikurangi. Selain 
itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak 
hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan 








A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi 
Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crimen yang 
berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan (A.S. Alam, 2010:1) 
 
Kriminologi itu pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik 
maupun psikhis, dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi 
terhadap kejahatan itu (Bambang Poernomo, 1994:40) 
1. Pengertian Kriminologi 
Adapun pengertian kriminologi menurut beberapa ahli yaitu 
sebagai berikut : 
Edwin H.Sutherland (A.S.Alam, 2010:1) 
Criminology is the body of knowledge regarding delinquency 
and crime as socian phenomena (kriminologi adalah kumpulan 
pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan 
kejahatan sebagai gejala sosial) 
 
W.A.Banger (A.S.Alam, 2010:2) 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 





J.Constant (A.S.Alam, 2010:2) 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab 
terjadinya kejahatan dan penjahat. 
 
WME. Noach (A.S.Alam, 2010:2) 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-
gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab 
musabab serta akibat-akibatnya. 
 
Paul Mudigdo Mulyono (Topo Santoso dan eva achjani, 2009:11) 
 
Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai masalah manusia. 
 
Soejono D. (R. Susilo, 1985;3) dalam bukunya yang berjudul : 
“Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan” 
mangartikan, bahwa : 
 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai 
gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan 
berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya kriminologi merupakan 
sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan 
akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan 
timbulnya kejahatan. 
S. Seelig (R. Susilo, 1985:3) merumuskan bahwa : 
Kriminologi adalah ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, 
artinya gejala-gejala badaniah dan rohaniah dari kejahatan. 
W. Sauer (R. Susilo, 1985 :3) 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang sifat jahat dari 
pribadi seseorang dan bangsa-bangsa berbudaya. Oleh 
karena itu, obyek penyelidikan kriminologi adalah pertama 
kriminalitas di dalam kehidupan orang perorangan dan kedua 
kriminalitas di dalam kehidupan Negara-negara dan bangsa-
bangsa. 
 
Michael dan Adler (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2009:12) 
 
Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai 
perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka 
dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-
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lembaga penertib masyarakat terhadap perbuatan jahat dan 
para penjahat. 
 
Wood (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2009:12) 
 
Istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang 
diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian 
dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya 
reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para 
penjahat. 
 
Wolgang, Savitz dan Johnston daam The Sociology of Crime and 
Deliquency ((Topo Santoso dan Eva Achjani, 2009:12) memberikan 
definisi kriminologi sebagai berikut : 
 
Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian 
tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan 
menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 
keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor 
kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku 
kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. 
 
Jadi, objek studi kriminologi meliputi : 
- Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan; 
- Pelaku kejahatan; 
- Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 
maupun pelakunya. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut W.A Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2009:9), 
ruang lingkup kriminologis dibedakan antara kriminologi murni dan 
kriminologi terapan, adalah sebagai berikut : 
1. Ruang Lingkup Kriminologi Murni, meliputi : 
a. Antropologi Kriminil; 
Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 
(somatis).ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas 
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pertanyaan-pertanyaan tentang tanda-tanda orang jahat dalam 
tubuhnya, hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan 
seterusnya. 
b. Sosiologi Kriminil; 
Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini 
adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam 
masyarakat. 
c. Psikologi Kriminil; 
Ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari 
jiwanya. 
d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil; 
Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
e. Penology; 
Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi Terapan, meliputi : 
a. Higieni Kriminil; 
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan 





b. Politik Kriminil; 
Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan 
telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melkukan 
kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha 
yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau 
membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan 
penjatuhan sanksi. 
c. Kriminalistik (Police Scientific) yang merupakan ilmu tentang 
pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan 
kejahatan. 
Menurut Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani 2009;11), 
kriminologi mencakup tiga cabang ilmu utama yaitu : 
1. Sosiologi Hukum; 
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu 
perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki 
sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang 
menyebabkan perkembangan hukum (khusunsnya hukum pidana). 
2. Etiologi Kejahatan; 
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-musabab dari 
kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian 





Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha 
pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. 
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian tindak pidana 
Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata 
“strafbaar feit “ untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak 
pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa 
memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya 
dimaksud dengan Strafbaar feit tersebut. 
Perkataan “feit” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda bearti 
“sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de 
werkelijheid”, sedang “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, hingga 
secara harfiah perkataan “strafbaar feit “ itu diterjemahkan sebagai 
“bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah 
barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang 
dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan 
bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan (Lamintang, 1997:181) 
Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa 
pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan 
mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan 
“strafbaar feit“, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat 
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tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “strafbaar feit “ 
tersebut. 
Hazenwinkal-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu 
rumusan yang bersifat umum dari “strafbaar feit“ sebagai suatu 
perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam 
pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus 
dibedakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana 
bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya (Lamintang, 1997:181). 
Para penulis lama seperti Van Hamel, telah merumuskan 
“strafbaar feit“ sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap 
hak-hak orang lain” yang menurut Hazewinkel-Suringa dianggap 
kurang tepat (Lamintang,1997:182). 
Menurut Pome, perkataan “strafbaar feit“ itu secara teoritis 
dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan 
terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan 
sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “de 
nomovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder 
schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving 
der rechts orde en de behartiging van het aglemeen welzijn”, 
(Lamintang, 1997:181) 
Sungguhpun demikian beliau mengakui bahwa sangatlah 
berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum poitif 
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yakni semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. 
Hal mana segera disadari apabila melihat kedalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, oleh karena didalamnya dapat dijumpai 
sejumlah besar “strafbaar feiten“ yang dari rumusan-rumusannya kita 
dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari “strafbaar feiten“ tersebut 
yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu “strafbaar feit“, yakni 
bersifat “wederrechttelijk”, “aan schuld te witjen” dan “strafbaar” atau 
yang bersifat “melanggar hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja” dan “dapat dihukum”. 
Sifat-sifat seperti dimaksud diatas perlu dimiliki oleh setiap 
“strafbaar feit“, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma 
atau setiap normovetreding itu merupakan suatu perilaku atau 
gedraging yang telah sengaja dilakukan ataupun telah dengan tidak 
sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang didaam penampilannya 
merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum 
atau “in strijd met het recht” atau bersifat “wederrechttelijk”. 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka 
seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila 
tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam Undang-undang. 
Sekalipun perkembangan muktahir dalam hukum pidana menunjukkan 
bahwa asas tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi 
asas hukum tersebut sampai sekarang masih dipertahankan sebagai 
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asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan 
berbagai modifikasi dan perkembangan. 
Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan 
melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakuan perbuatan 
yang telah dirumuskan dalam ketentuan Undang-undang sebagai 
tindak pidana, menurut kektentuan normatif yang lazim diberikan oleh 
hukum pidana berdasarkan asas legalitas seperti tersebut di atas 
adalah bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan sebagai telah 
melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah 
dinyatakan terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana 
yang bersangkutan, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang. 
Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa seseorang tidak 
dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur 
tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat 
dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana 
tersebut, membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut 
tidak dapat terbukti. Sekalipun demikian, batasan normatif dalam 
perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat 
dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu 
tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat 
sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam 
perangkat normatif atau Undang-undang. 
Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam 
dua macam (Tongat, 2006: 4) yaitu : 
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1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) 
yang dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat. 
Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan”” yaitu 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-
undang. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain perbatan-
perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. 
Didalam ketentuan pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang 
berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang 
dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah mengambil. 
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. 
Contoh unsur obyektif berupa suatu “akibat” adalah akibat-
akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan 
sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara 
lan akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 
351, 338 KUHP. 
Dalam ketentuan pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif 
yang berupa “akibat” yang dilarang adalah akibat berupa 
matinya orang. 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan 
diancam oleh Undang-undang. 
Contoh unsur obyektif berupa suatu “keadaan” yang dilarang 
dan diancam oleh Undang-undang adalah keadaan 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, 281 KUHP 
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Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif 
yang berupa “keadaan” adalah ditempat umum. 
2. Unsur Subyektif, yaitu unsur  yang terdapat dalam diri pelaku 
(dader) yang berupa : 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap 
perbuatan yang telah dilakukan (Kemampuan Bertanggung 
jawab) 
b. Kesalahan atau schuld. Berkaitan dengan masalah kemampuan 
bertanggung jawab diatas. Seseorang dapat dikatakan mampu 
bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi 3 
syarat, yaitu : 
1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia 
dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga 
mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya. 
2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat 
menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia 
lakukan. 
3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-undang. 
Sementara itu, berkaitan dengan persoalan kemampuan 
bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap 
orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendirian 
ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu 
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dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keraga-raguan 
unsur tersebut (Tongat, 2006 : 5) 
Bertolak dari pendirian pembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti 
bahwa didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang 
dimaksud kemampuan bertanggung jawab. KUHP hanya memberikan 
rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat 
didalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang menentukan sebab-sebab 
seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya : 
1) Jiwanya cacat dalam tubuhnya. Keadaan ini menunjuk pada suatu 
keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan 
sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tuli 
sejak lahir dan lain-lain. 
2) Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa 
seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi 
kemudian dihinggapi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi 
ini misalnya maniak, hysteria, melankolia, gila dan lain-lain. 
Unsur subyektif yang kedua adalah unsur “kesalahan” atau schuld. 
Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan atau schuld dalam hukum 
pidana dibedakan menjadi dua bentuk (Tongat, 2006 : 6) yaitu :  
1. Dolus atau opzet atau kesengajaan. 
2. Culpa atau ketidaksengajaan. 
Diantara dua unsur subyektif tersebut di atas yang sangat penting 
berkaitan dengan pembicaraan tentang unsur-unsur tindak pidana 
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adalah kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” atau opzet. Hal ini 
disebabkan hampir semua tindak pidana mengandung unsur opzet. 
 
C. Pengedaran Mata Uang Palsu 
1. Pengertian, jenis, fungsi dan ciri uang. 
1.1 Pengertian uang. 
 Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian 
uang sebagai berikut : 
“alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan 
hitungan) yang sah, yang dikeuarkan oleh pemerinah 
suatu Negara berupa uang kertas, emas, perak, atau 
logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar 
tertentu”. 
 
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 
Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (2) : uang merupakan alat 
pembayaran yang sah.  
Dalam Pengertian sederhana (sempit), uang adalah 
alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah 
(bank sentral) baik berupa kertas maupun maupun logam 
yang memiliki nilai/besaran tertentu yang tertera pada kertas 
atau logam yang dimaksud yang penggunaannya diatur dan 
dilindungi dengan undang-undang (Iskandar Putong 2013 : 
335). 
Mengenai definisi uang, Iswardono Sardjonopermono 
memberikan pengertian : uang adalah sesuatu yang secara 
umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian 
barang-barang dan jasa-jasa serta  untuk pembayaran 
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hutang-hutang. Uang juga sering dipandang sebagai 
kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk 
membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan 
tanpa penundaan (Eddi Wibowo, 2004 : 123). 
Definisi diatas merupakan definisi yang fungsional, 
yang mana mata uang didefinisikan sebagai segala sesuatu 
yang menunjukkan fungsional tertentu. Lebih lanjut, 
mengenai definisi uang rupiah, menurut Pasal 2 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank 
Indonesia adalah “alat pembayaran yang sah di wilayah 
Republik Indonesia”. 
Uang secara umum didefinisikan sebagai alat tukar. 
Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai 
alat tukar yang dapat diterima secara umum. 
1.2 Jenis uang. 
Jenis uang yang beredar dimayarakat dapat dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral 
- Uang Kartal, terdiri dari uang kertas dan uang logam. 
Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib 
diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual 
beli sehari-hari. 
Menurut Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 
Tahun 1968 pasal 26 ayat (1). Bank Indonesia 
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mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam 
dan uang kertas. 
Jenis Uang kartal kemudian dapat dibagi sebagai berikut: 
a. Menurut lembaga yang mengeluarkannya. 
Terdapat dua jenis uang kartal, yaitu uang Negara dan 
uang bank. Uang Negara adalah uang yang dikeluarkan 
oleh pemerintah, terbuat dari kertas yang memiliki ciri-ciri 
: dikeluarkan oleh pemerintah, dijamin dengan undang-
undang, bertuliskan nama Negara yang 
mengeluarkannya, ditanda tangani oleh menteri 
keuangan. Namun sejak berlakunya Undang-undang 
Nomor 13 tahun 1968, uang Negara dihentikan 
peredarannya dan diganti dengan uang uang bank. Uang 
bank adalah uang uang yang dikeluarkan oleh Bank 
Sentral berupa uang logam dan uang kertas, ciri-cirinya 
sebagai berikut : dikeluarkan oleh bank sentral; dijamin 
dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank 
sentral; bertuliskan nama bank sentral Negara yang 
bersangkutan (di Indonesia : Bank Indonesia); ditanda 
tangani oleh gubernur bank sentral. 
b. Menurut Bahan Pembuatannya 
Menurut bahan pembuatannya, uang kartal dapat dibagi 
atas dua jenis, yaitu : 
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1. Uang Logam 
Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak 
karena emas dan perak biasanya memenuhi syarat-
syarat uang yang efisien, karena harga emas dan 
perak cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak 
mudah dikenali dan diterima orang. Disamping itu, 
emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan 
perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih 
kecil. Di zaman sekarang, uang logam tidak dinilai 
dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai 
nominal itu merupakan pernyataan bahwa sejumlah 
emas dengan berat tertentu terkandung didalamnya. 
Sekalipun emas dan perak sudah memenuhi syarat-
syarat uang, namun pada saat ini, emas dan perak 
tidak dipakai lagi sebagai bahan uang karena 
beberapa alasan, yaitu : jumlahnya sangat langka 
sehingga sulit didaptkan dalam jumlah besar; kadar 
emas disetiap daerah berbeda-beda menyebabkan 
persediaan emas tidak sama; nilainya tidak dapat 
diukur dengan tepat; uang emas semakin hilang dari 





2. Uang Kertas. 
Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas 
dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat 
pembayaran yang sah. Uang kertas adalah uang 
dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan 
kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas). 
Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. 
Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua 
macam nilai yaitu nilai nominal dan nilai tukar. 
Ada 2 (dua) macam uang kertas : 
a. Uang kertas Negara (sudah tidak diedarkan 
lagi), yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh 
pemerintah dan alat pembayaran yang sah 
dengan jumlah yang terbatas dan ditandatangani 
menteri keuangan. 
b. Uang Kertas Bank, yaitu uang yang dikeluarkan 
oleh Bank Sentral (saat ini Bank Indonesia). 
Beberapa keuntungan penggunaan alat tukar 
(uang) dari kertas diantaranya : penghematan terhadap 
pemakaian logam mulia; ongkos pembuatan relative 
murah dibandingkan dengan ongkos pembuatan uang 
logam; peredaran uang kertas bersifat elastic (karena 
mudah dicetak dan diperbanyak) sehingga mudah 
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disesuaikan dengan kebutuhan akan uang; 
mempermudah pengiriman dalam jumlah besar. 
- Uang Giral, uang giral tercipta akibat semakn 
menedesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya 
sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di 
Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral 
adalah bank umum selain Bank Indonesia. 
Uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, 
yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat 
pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, 
telegraphic transfer. Namun, uang giral bukan merupakan 
alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh 
menolak dibayar dengan uang giral. 
Kemudian semakin majunya zaman, saat ini telah 
muncul jenis uang baru yaitu uang kuasi. Uang kuasi 
adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai 
alat pembayaran. Biasanya uang kuasi ini terdiri dari atas 
deposito berjangka dan tabungan serta rekening valuta 
asing milik swasta domestik. 
1.3 fungsi uang 
Kegunaan uang tercermin dalam fungsi-fungsi uang. Fungsi 
uang dibagi atas fungsi asli dan fungsi turunan. 
- Fungsi asli disebut juga fungsi primer dari uang, fungsi 
asli ini terdiri atas : 
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a. Sebagai alat tukar (medium of exchange) uang dapat 
digunakan sebagai alat untuk mempermudah 
pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik 
diperlukan kepercayaan. Masyarakat harus bersedia 
dan rela menerimanya. 
b. Alat kesatuan hitung (a unit of account) untuk 
menentukan harga sejenis barang diperlukan satuan 
hitung, juga dengan adanya satuan hitung, kita dapat 
mengadakan perbandingan harga satu barang 
dengan barang yang lain. 
- Fungsi turunan sebagai akibat dari fungsi asli, dengan 
adanya fungsi asli uang muncul fungsi lain yang tidak 
kalah pentingnya. Fungsi uang tersebut terdiri atas : 
a. Sebagai alat pembayaran yang sah. 
Tidak semua orang dapat menciptakan uang terutama 
uang kartal, karena uang hanya dikeluarkan oleh 
lembaga tertentu. Di Indonesia, uang dikeuarkan oleh 
Bank Indonesia selaku bank sentral. 
b. Alat penyimpanan kekayaan dan pemindah kekayaan. 
Dengan uang, kekayaan berupa tanah, gedung, dapat 
dipindah pemilikannya dengan menggunakan uang. 
c. Alat pendorong kegiatan ekonomi. 
Apabila nilai uang stabil, orang senang menggunakan 
uang itu dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya apabila 
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kegiatan ekonomi itu meningkat, uang dalam 
peredaran harus ditambah sesuai dengan kebutuhan. 
d. Standar pencicilan utang. 
Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk 
melakukan pembayaran di kemudian hari, 
pembayaran jangka panjang atau pencicilan utang. 
1.4 Ciri uang kertas 
Dalam melaksanakan tugas pokok dibidang 
pengedaran uang, Bank Indonesia selalu berupaya agar 
uang diterbitkan dan diedarkan memiliki cirri-ciri dan unsur 
pengaman yang cukup supaya di satu pihak mudah dikenali 
oleh masyarakat umum namun dipihak lain dapat melindungi 
uang dari unsur pemalsuan. 
Ciri-ciri umum uang kertas yang dapat dikenali 
sebagai berikut : 
1. Bahan uang kertas adalah kertas/plastik dengan 
spesifikasi khusus yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
2. Tanda air,  pada uang kertas terdapat tanda air berupa 
gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah 
cahaya. 
3. Benang pengaman, ditanam ditengah ketebalan kertas 
atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai 
garis melintang dari atas ke bawah dapat dibuat tidak 
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memendar maupun memendar di bawah sinar ultra violet 
dengan satu warna atau beberapa warna. 
4. Cetak intaglio, cetaka timbul yang terasa kasar apabila 
diraba. 
5. Rectoverso, percetakan suatu ragam bentuk yang 
menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang 
beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke 
arah cahaya. 
6. Optical Variable ink, hasil cetak mengkilap (glittering) 
yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut 
pandang yang berbeda. 
7. Tulisan mikro, tulisan berukuran sangat kecil yang 
hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca 
pembesar. 
8. Invisible Ink, hasil cetak tidak kasat mata yang akan 
memendar dibawah sinar ultra violet. 
9. Multi layer latent image/metal layer, teknik cetak 
dimana dalam satu bidang cetakan terlihat lebih dari satu 
objek gambar bila dilihat dari sudut pandang tertentu. 
10. Color window/clear window, pada uang kertas terdapat 





2. Mata Uang palsu 
Uang tiruan, dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk 
diedarkan atau telah beredar, seakan-akan sebagai alat 
pembayaran yang sah (counterfeit money). 
(http://bisnis.deskripsi.com/uang-palsu) 
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia NO. 14/7/PBI/2012 
tentang Pengelolaan Uang Rupiah pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) : 
 “Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, 
ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai 
Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, 
atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran 
dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai 
simbol Negara”. 
“Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, 
ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai 
Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, 
diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara 
melawan hukum”. 
Pengertian Mata Uang palsu itu sendiri adalah Mata uang 
yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun 
perkumpulan/sindikat tertentu dengan tujuan Mata uang palsu hasil 
cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana 
mestinya. 
3. Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Kertas Palsu dalam 
      KUHpidana 
Pengedaran mata uang palsu dalam KUHpidana diatur 
dalam pasal 245 sebagai berikut : 
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“barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang 
palsu atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau 
bank sebagai mata uang atau kertas asli dan tidak palsu, 
padahal ditiru  atau dipalsu olehnya sendiri dan waktu 
diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu , ataupun 
barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia 
mata uang dan kertas yang demikian, dengan maksud untuk 
mengedar atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli 
dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima belas tahun”. 
Adami Chazawi (2000 : 33) Dalam pasal 245, terhadap objek 
mata uang atau uang kertas tidak asli atau dipalsu ada 3 macam 
perbuatan, yaitu mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke 
Indonesia.  
Unsur-unsur pasal 245 KUHPidana dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
 Barang siapa dengan sengaja mengedarkan uang logam atau 
uang kertas negeri atau kertas bank, yang dibuat sendiri secara 
meniru atau yang dipalsukan. 
 Barang siapa dengan sengaja mengedarkan barang-barang itu, 
yang diketahuinya pada waktu menerima barang-barang itu 
bahwa barang tersebut adalah palsu. 
 Barang siapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke 
dalam wilayah Indonesia barang-barang tersebut yang diketahui 
kepalsuannya pada waktu menerimanya, dengan tujuan untuk 
kemudian mengedarkan barang-barang itu seolah-olah uang 
asli. 
 Theo Lamintang (2009 : 179) unsur-unsur tersebut diatas 
dibagi atas dua, yaitu : 
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a. Unsur-unsur subjektif :  
1. Dengan sengaja 
2. dengan kepalsuannya atau pemalsuannya telah ia 
ketahui pada waktu menerimanya. 
b. Unsur-unsur objektif : 
1. Barang siapa. 
2. Mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. 
3. Mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank 
yang ia tiru atau ia palsukan. 
 Untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa 
melakukan tindakan pidana yang dimaksudkan di atas terbukti 
memenuhi unsur dengan sengaja, di sidang pengadilan yang 
memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, hakim harus dapat 
membuktikan tentang : 
a. Adanya kehendak terdakwa untuk mengedarkan seolah-olah 
asli dan tidak dipalsukan. 
b. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia edarkan 
itu merupakan mata uang, uang kertas Negara atau kertas 
bank yang telah ia tiru atau telah ia palsu. 
c. Adanya pengetahuan pada terdakwa mengenai kepalsuan 
atau pemalsuannya pada waktu terdakwa menerima mata 




Wirjono Prodjodikoro (2003 ;77-78), menyatakan bahwa : 
“unsur kesengajaan kini berarti bahwa sipelaku harus tahu 
bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Ia juga 
tidak perlu mengetahui bahwa berhubung dengan barang-
barang itu telah dilakukan tindak pidana pembuatan uang 
palsu atau memalsukan yang asli. Secara khusus tidak perlu 
diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu 
memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu 
sebagai uang asli”. 
 
 Jika kehendak dan pengetahuan terdakwa ataupun salah 
satu dari kehendak dan pengetahuan terdakwa sebagaimana yang 
dimaksudkan di atas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak 
ada alasan baginya untuk menyatakan terdakwa terbukti telah 
memenuhi unsur dengan sengaja yang disyaratkan di dalam 
rumusan tindak pidana ini, dan hakim harus memberikan putusan 
bebas bagi terdakwa. 
 Untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti mempunyai 
kehendak dan pengetahuan dengan sendirinya hakim tidak perlu 
menggantungkan diri pada terdakwa, melainkan ia dapat 
menyimpulkannya dari kenyataan atau itu keadaan yang ia ketahui 
selama melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
 Unsur objektif tindak pidana dari tindak pidana yang 
dimaksudkan ialah unsur barang siapa. Kiranya sudah jelas bahwa 
kata “barangsiapa” menunjukkan orang, yang apabila orang 
tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pada 
ketentuan Pasal 245 KUHPidana, ia dapat disebut pelaku dari 
tindak pidana tersebut. Akan tetapi, bahwa tidak setiap orang yang 
terbukti memenuhi unsur tindak pidana tersebut selalu harus 
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dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan, 
karena mereka yang turut melakukan tindak pidana harus 
memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di 
dalam ketentuan pidana Pasal 245 KUHPidana agar mereka dapat 
dipandang sebagai mededaders atau orang-orang yang telah turut 
melakukan tindak pidana tersebut. 
Unsur objektif yang kedua adalah unsur mengedarkan 
seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Kata menegdarkan tersebut 
berasal dari kata uitgeven, yang sebenarnya memang berarti 
mengedarkan, tetapi oleh beberapa orang penerjemah wetboek 
van strafrecth mengartikan berbeda, ada yang mengartikan sebagai 
menjalankan , dan ada juga yang mengartikan sebagai 
mengeluarkan. 
Unsur objektif yang ketiga adalah unsur mata uang, uang 
kertas Negara, atau uang kertas bank yang telah ditiru atau telah 
dipalsukan. Jadi tidak lepas dari mata uang yang ia palsukan 
ataupun yang orang lain palsukan dan diterimanya sebagai uang 
palsu dan dijalankan olehnya. 
 
D. Teori-Teori Terjadinya Kejahatan 
Di dalam kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori penyebab kejahatan tersebut 
terbagi antara lain teori tipologik, teori sosiologis dan teori-teori dari 
perspektif lainnya. 
34 
1. Teori tipologik 
Teori ini memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal 
disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental mendasar yang 
memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Teori tipologik antara 
lain:  
 Teori Born Criminal 
Teori born criminal dari Cesare Lambrosso (1835-1909) lahir 
dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di 
sini Lambrosso membantah sifat free will yang dimiliki manusia. 
Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adaya sifat hewani 
yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat 
muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat 
jahat pada manusia modern (A.S Alam 2010 : 72). 
Ajaran inti dalam penjelasan awal Lambrosso tentang 
kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe 
keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-
kriminal.Lambrosso mengklaim bahwa para penjahat mewakili 
bentuk kemerosotan termanifestasikan dalam karakter fisik yang 
merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. 
 Teori Mental Tester.  
Teori mental Tester ini muncul pada dasarnya menjawab 
apa yang tidak bisa dikemuakan oleh Lambroso.Teori ini dalam 
metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan 
penjahat dan bukan pejahat.  
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Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena 
orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan 
dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya 
tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum. Berdasarkan 
pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak 
merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab 
orang melakukan kejahatan (Yesmil Anwar dan Adang 2010 : 55). 
 Teori psikiatrik 
Sebagaimana dengan teori yang dikemukakan oleh 
Lambrosso, teori ini menekankan pada psikosis, epilepsi,  serta 
moral insanity, tetapi lebih menekankan pada gangguan emosional 
(unsur psikologi). Bagi teori ini,  gangguan emosional diperoleh 
dalam interaksi sosial. Teori banyak dipengaruhi oleh Sigmund 
Freud, tentang struktur kepribadian, menurut Freud, kepribadian 
manusia terdiri dari tiga (Yesmil Anwar dan Adang 2010 : 55), yaitu: 
- Ego, atau dmir ilyairi yang sadar,kepribadian sehari hari 
yang yang jelas. 
- Id, atau diri yang tak sadarkan, keinginan dan ingatan yang 
ditekankan. 
- Super ego, atau patokan moralitas masyarakat yang 
dipaksakan kepada pribadi dari luar, yang dengannya orang 




2.  Teori sosiologis 
Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasarnya 
sangat menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma 
itu disebabkan oleh kelainan atau kemunduran biologis atau 
psikologis dari si pelaku. Teori-teori sosiologis ini berpendapat 
bahwa tingkah laku melanggar norma dipelajari sebagaimana 
tingkah laku lain (tidak melanggar norma) dipelajari oleh manusia 
normal.   
H. Manheim sebagaimana dikutip oleh I.S Susanto 
(1991:44), membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam : 
1. Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang 
mencari sebab-sebab kejahatan dan ciri-ciri kelas sosial, 
perbedaan antara kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas 
sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie, 
teori-teori sub budaya delinkuen dan sosial control. 
a. Teori anomie 
Menurut Nandang Sambas (2010:122), Salah seorang 
tokoh dari teori anomie adalah ahli-ahli perancis Emile 
Durkheim yang menekankan teorinya pada “normallessness, 
lassens social control” yang berarti mengendornya 
pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh 
trhadap kemerosotan moral yang menyebabkan individu 
sukar menyesuaiakan diri dalam perubahan norma, bahkan 
kerap kali terjadi konflik norma, bahkan kerap kali terjadi 
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konflik norma dalam pergaulan. Tren sosial dalam 
masyarakat industry perkotaan modern mengakibatkan 
perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol 
sosial individu. Individualism meningkat dan timbul berbagai 
gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan 
kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan 
kemungkinan prilaku menyimpang. 
b. Teori Sub budaya  (sub Culture) 
Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan 
remaja dan perbedaan kelas diantara anak-anak yang 
diperoleh keluarganya. Cohen (A.S. Alam, 2010:206), 
menjelaskan analisisnya terhadap terjadinya peningkatan 
prilaku delinkuen dilkukan remaja di daerah kumuh. Menurut 
cohen, prilaku delinkuen  dikalangan remaja kelas bawah 
merupakan pencerminan atas ketidakpuasan terhadap 
norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas 
menengah yang mendominasi nilai kultur masyarakat. 
Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu 
kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai 
dengan tren  yang  ada. Cohen menjelaskan pelaku-pelaku 
delinkuen merupakan bentuk sub-budaya terpisah dan 
memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia 
menggambarkan sub-budaya sebagai sesuatu yang diambil 
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dari norma-norma budaya yang lebih besar, namun 
dibelokkan secara terbalik dan berlawanan. 
c. Teori kontrol sosial (A.S Alam, 2010:61) 
Teori kontrol merujuk pada setiap perspektif yang 
membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. 
Sedangkan teori kontrol sosial merujuk pada delinquency 
dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat 
sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan 
kelompok dominan. 
2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori 
yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tapi 
dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan,kemiskinan 
dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori ekologis, 
teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi dan differential 
association. 
a. Teori Ekologis  
Menurut I.S Susanto (1991:50) teori ini mencoba mencari 
sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari 
lingkungan manusia maupun sosial seperti: 
1. kepadatan penduduk. 
2. mobilitas penduduk. 
3. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi. 
4. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh. 
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b. Teori konflik kebudayaan 
Semua konflik kebudayaan dalam nilai Sosial, 
kepentingan  dan norma-norma. Selanjutnya dikatakan 
bahwa konflik yang demikian kadang-kadang dianggap 
sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan 
kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasil 
dari perpindahan norma-norma prilaku daerah atau budaya 
satu ke yang lain dan dipelajari sebagai benturan nilai 
kultural. Konflik norma-norma atau tingkah laku dapat timbul 
dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan 
dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku diantara 
kelompok-kelompok yang ada. Konflik antara norma-norma 
dari aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain: 
1. Bertemunya dua budaya besar; 
2. Budaya besar menguasai budaya kecil; 
3. Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya 
lain; 
c. Teori faktor-faktor ekonomi 
Menurut I.S. Susanto (1991:56), Hubungan antara 
faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu 
dipertimbangkan beberapa hal: 
 Teknik studi 
Dalam mempelajari pengaruh faktor ekonomi 
dilkukan antara lain dengan cara :  
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1. Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelanggar 
dengan membandingkan kedudukan ekonomi dari 
yang bukan pelanggar sebagai kontrol. 
2. Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan 
pada kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah 
dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan. 
3. Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan 
pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang 
bersangkutan terhadap prilaku kejahatannya. 
 Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran  
Dengan munculnya konsep baru yang melihat 
kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang 
menggatikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai 
konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran 
kemisikinan berbeda menurut tempat dan waktu. 
d. Teori differential association 
Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu 
bahwa perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland, perilaku 
kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan 
perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan 
(Yesmil Anwar dan Adang 2010 : 74) 
Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang 
merupakan faktor pendorong dilakukannya kejahatan 
tersebut. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kajahatan 
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merupakan salah satu bagian yang sangat menentukan 
jadinya mental, karakter seseorang dari pada orang itu 
sendiri. 
3. Teori teori dari perspektif lain 
1) Teori Labeling  
Menurut teori labeling, pemberian sanksi dan label yang 
dimaksudkan untuk mengontrol penyimpangan malah 
menghasilkan sebaliknya. Bahwa proses pemberian label 
merupakan penyebab seseorang menjadi jahat. Ada dua hal 
yang perlu diperhatikan, dalam proses pemberian label (Yesmil 
Anwar dan Adang 2010 : 10). 
1.  Label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap 
orang yang diberi label.  
2. Adanya label mungkin akan diterima oleh individu 
tersebut dan berusaha untuk menjalankan sebagaimana 
label yang diberikan pada dirinya. 
2) Teori Konflik  
Teori konflik adalah pendekatan terhadap penyimpangan 
yang paling banyak diaplikasikan kepada kejahatan, walaupun 
banyak juga digunakan dalam bentuk-bentuk penyimpangan 
lainnya. Ia adalah teori penjelasan norma, peraturan dan hukum 
daripada penjelasan perilaku yang dianggap melanggar 
peraturan. Peraturan datang dari individu dan kelompok yang 
mempunyai kekuasaan yang mempengaruhi dan memotong 
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kebijakan publik melalui hukum. Kelompok-kelompok elit 
menggunakan pengaruhnya terhadap isi hukum dan proses 
pelaksanaan sistem peradilan pidana. Norma sosial lainnya 
mengikuti pola berikut ini. Beberapa kelompok yang sangat 
berkuasa membuat norma mereka menjadi dominan, misalnya 
norma yang menganjurkan hubungan heteroseksual, tidak 
kecanduan minuman keras, menghindari bunuh diri karena 
alasan moral dan agama.  
3) Teori Kontrol 
Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya 
ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau 
macetnya integrasi sosial. Kelompk-kelompok yang lemah 
ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar 
hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan 
konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok 
konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari 
aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai 
hasil dari putusnya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk 
menyimpang.  
4) Teori NKK 
Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba 
menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. 
Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam 
menanggulangi kejahatan di masyarakat.  
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Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah 
karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi 
meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan 
terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya, meskipun ada 




E. Teori-teori Penanggulangan Kejahatan 
Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan 
waktunya yang berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Seiring 
perkembangan zaman kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat 
bahkan di beberapa daerah dan sampai kota-kota kecil. 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua 
pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai 
program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara 
yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. 
Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan 
perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga 
pemasyarakatan atau dengan  kata lain sebagaimana yang diungkapkan 
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oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu: (A.S. 
Alam, 2010:79-80) 
a. Pre-emtif  
Pre-emtif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam 
upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma 
dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-
emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
b. Upaya preventif 
Upaya penaggulangan kejahatan secara preventif  dilakukan 
untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatah yang pertama 
kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk 
mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana 
semboyang dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif 
diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja 
tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. 
Barnest dan Teeters (Romli Atmasasmita,1982:79) 
menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kajahatan yaitu: 
1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-
tekanan sosial dan tekanan ekonomiyang dapat mempengaruhi 
tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. 
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2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang 
menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun 
potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis 
dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial 
ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu 
kesatuan yang harmonis. 
Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas 
menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan 
ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi 
seseoerang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada 
keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak 
dilakukan. Faktor-faktor biologis dan psikologis, merupakan faktor yang 
sekunder saja. 
Dalam upaya preventif itu  adalah dilakukannya suatu usaha 
positif, yang menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, 
lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika 
dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan 
ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan 
menyimpang. Disamping itu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi 
masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tranggung 
jawab bersama. 
c. Upaya represif 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 
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Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak 
para pelaku kejahatah sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki 
kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya 
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 
masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga 
tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya 
sangat berat. 
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari 
sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 sub-sistem 
kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, 
yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan 
secara fungsional. 
Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan 
metode perlakuan (treatmant) dan Penghukuman (punishment). Lebih 
jelasnya uraiannya sabagai berikut ini:  
1. Perlakuan (treatment)  
Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak 
membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, 
tetapi lebih menitiberatkan pada berbagai kemungkinan dan 
bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap palanggar hukum 
sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. 
Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul 
Syani, (1987 : 139) dibedakan dari segi jenjang berat dan 
ringannya suatu perlakuan, yaitu :  
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a) Perlakuan berdasarkan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi 
pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada 
orang yang belum terlanjur melakukan kajahatan. Dalam 
perlakuan ini, suatu penyimpangan belum begitu berbahaya 
sebagi usaha pencegahan. 
b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, 
artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu 
hukum terhadap pelaku kejahatan. 
Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-
perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap 
perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititibratkan pada usaha 
pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan 
kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat 
seperti sedia kala.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung 
dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan 
penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-
hal yang lebih buruk lagi. Hal ini disebabkan agar si pelaku 
kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran 
hukum, pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih besar 




2. Penghukuman (Punishment)  
Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan 
untuk diberikan perlakuan (Treatment), mungkin karena kronisnya 
atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu 
diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan 
dalam hukum pidana. 
Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem 
pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh 
dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan 
hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman 
yang semaksimal mungkin bukan pembalasan dengan berorientasi 
pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. 
Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, 
Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdul Syahni, 
(1987:141) sebagai berikut: 
“tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna 
bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap 
diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga 
orang-orang yang menurut telah tersesat diayomi oleh pohon 
beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula  
yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.”  
 
Jadi sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus 
menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun 
dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak 
setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat 
dan bukan lagi menjadi seseorang narapidana yang meresahkan 
masyarakat karena segala perbuatan jahat di masa lalu yang sudah 
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banyak merugikan masyarakat, dengan demikian kehidupan yang 
dijalani setelah keluar dari penjara menjadi lebih baik karena  
kesadarannya untuk melakukan perubahan  di dalam dirinya 

















Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi 
yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional. 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian 
di daerah Polrestabes Makassar, Bank Indonesia Sulampua Makassar 
dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. untuk mendapatkan 
informasi mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana 
peredaran mata uang kertas palsu yang didasarkan pada 
pertimbangan  bahwa di sekitar daerah polrestabes makassar tersebut 
terdapat kasus pengedaran mata uang kertas palsu, sehingga penulis 
berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan 
permasalahan yang penulis ajukan. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar 
untuk menunjang hasil penelitian ini digolongkan 2 (dua) bagian yaitu : 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 
berkompeten (Kepolisisan, Bank Indonesia dan Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar). 
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2. Data sekuder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
seperti dokumen termasuk pula literatur bacaan lainnya, peraturan 
perundang-undangan dan peraturan lainnya serta melalui media 
massa yang berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian 
ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk 
memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini yaitu: 
1. Field Research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data 
primer dikumpulkan penulis melalui wawancara langsung dengan 
pihak-pihak yang berkompeten dan kepada masyarakat. Data 
sekunder diperoleh melalui dokumen, dan arsip-arsip yang 
diberikan oleh pihak kepolisian, Bank Sentral (Bank Indonesia) dan 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. 
2. Library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan 
membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari 






D. Analisis Data  
Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara 
kualitatif salanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan erat dengan penelitian ini 
Penggunaan teknik analisis kuantitatif mencakup semua data 
yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung 
kualifikasi kajian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 
yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah yang berkaitan 
dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana peredaran mata 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan 
terjadinya tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu, maka 
terlebih dahulu penulis akan memaparkan data mengenai tindak pidana 
pengedaran mata uang kertas palsu di Kota makassar yang diperoleh 
dengan jalan penelitian langsung ke lapangan. 
Guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di 
Polrestabes Makassar, kantor Bank Indonesia Sulampua Makassar dan 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Dari data yang diperoleh, 
penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
pengedaran mata uang kertas palsu dan upaya-upaya yang dilakukan 
dalam menanggulanginya. 
Dari penelitian yang dilakukan di Polrestabes Makassar, penulis 
mendapatkan data mengenai tindak pidana pengedaran mata uang kertas 
palsu di Kota Makassar dari tahun 2010 hingga 2012 yang dimana dalam 
kurun waktu tersebut, tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu 





















(Sumber : Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Tahun 2014) 
 
Berdasarkan data tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah 
kasus pengedaran mata uang kertas palsu yang terjadi di Kota 
Makassar dari tahun 2010 hingga 2012 sebanyak 18 kasus dan kasus 
yang selesai sebanyak 11 kasus yaitu pada tahun 2010 sebanyak 1 
kasus, tahun 2011 sebanyak 7 kasus dan tahun 2012 sebanyak 3 kasus. 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa laporan kasus 
pengedaran mata uang kertas palsu tidak diproses. Menurut AIPDA 
Resky Yospiah Kepala SUBBAGKUM Polrestabes Makassar 
(wawancara pada tanggal 31 Januari 2014) bahwa beberapa kasus 
menunjukkan bahwa sebelumnya yang terduga sebagai pelaku 
pengedaran mata uang kertas palsu adalah merupakan korban dari 
pengedar uang palsu sebenarnya, mereka tidak sadar dan tidak 
mengetahui mendapatkan uang palsu tersebut darimana. Disamping itu, 
pertimbangan lain dari kepolisian bahwa jumlah temuan yang hanya satu 
atau dua lembar. Berbeda dengan kasus yang terproses diatas, pada 
umumnya merupakan kasus yang temuan uang palsunya sebagian 
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besar ditemukan dalam jumlah lembaran yang banyak serta nilai uang 
kertas palsu yang tinggi. 
Selain mengetahui jumlah tindak pidana pengedaran mata uang 
kertas palsu di wilayah hukum Polrestabes Makassar, juga tertera 
temuan uang palsu di Kota Makassar berdasarkan data temuan dari 
Bank Indonesia Sulampua Makassar. 
 
Tabel 2 Data Perkembangan Temuan Uang Kertas Palsu di Kota 
Makassar dalam Pecahan  
 
Pecahan Q1 Q2 Q3 Q4 Total
100,000 127 98 107 83 415
50,000 225 177 230 154 786
20,000 12 7 17 5 41
10,000 7 7 0 2 16
5,000 0 6 3 0 9
100,000 108 73 89 28 298
50,000 275 131 230 64 700
20,000 14 9 11 3 37
10,000 5 4 4 0 13
5,000 3 0 0 2 5
100,000 94 130 242 200 666
50,000 103 210 287 402 1002
20,000 7 12 6 11 36
10,000 4 326 2 0 332







(Sumber : Bank Indonesia Makassar Kantor Perwakilan Sulampua Tahun 
2014) 
 
Berdasarkan data tabel 2 perkembangan peredaran uang palsu 
di Kota Makassar, temuan uang kertas palsu dari tahun 2010 hingga 
2012 didominasi oleh pecahan uang palsu 50.000. Pada tahun 2010, 
pecahan uang kertas palsu 50.000 ditemukan sebanyak 786 lembar 
sedangkan pecahan 100.000 sebanyak 415 lembar. Pada tahun 2011, 
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pecahan uang kertasl palsu 50.000 sebanyak 700 dan pecahan 
100.000 sebanyak 298 lembar, dan pada tahun 2012 terdapat 1002 
pecahan 50.000 dan 666 pecahan 100.000.   
 




(Sumber : Diolah dari Data Temuan Uang Kertas Palsu di Kota Makassar 
dalam Pecahan Bank Indonesia Makassar Kantor Perwakilan Sulampua, 
Tahun 2014) 
 
Perubahan angka temuan pecahan uang kertas palsu dapat 
dilihat pada grafik 1 di atas. Pada grafik batang merah menunjukkan 
bahwa, jumlah pecahan 50.000 adalah pecahan yang paling banyak 
dipalsukan dibandingkan dengan pecahan lainnya. Menurut Kepala 
Divisi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Makassar, Dery Rossianto 
(wawancara pada tanggal 3 Februari 2014), bahwa hal ini disebabkan 
karena bahan dan sistem pengamanan uang pecahan 50.000 hampir 
menyerupai dengan yang ada di pecahan 20.000 serta pecahan 















perbedaan bahan dan pengamanan sehingga lebih susah dipalsukan 
dibandingkan pecahan lainnya. Semakin besar nilai mata uang, maka 
semakin banyak unsur pengaman yang dimilikinya. Hal inilah yang 
menyebabkan pemalsuan dan peredaran uang palsu lebih didominasi 
oleh pecahan uang palsu 50.000. 
Jumlah temuan uang kertas palsu oleh Bank Indonesia Wilayah 
Sulampua Makassar tergolong tinggi jika ditinjau dari segi jumlah 
lembaran. Namun, jumlah lembaran tidak mengindikasikan jumlah 
kerugian yang ditimbulkan. maka dari itu, perlu untuk diketahui berapa 
nilai uang kertas palsu jika dirupiahkan. 









(Sumber : Diolah dari Data Temuan Uang Kertas Palsu Bank 
Indonesia Makassar Kantor Perwakilan Sulampua, Tahun 2014) 
 
Pada tabel 3 di atas, jumlah total uang palsu yang ditemukan 
Bank Indonesia di Kota Makassar tahun 2010 sebanyak 1.267 lembar 
atau 81.825.000 jika dirupiahkan, tahun 2011 sebanyak 1.053 lembar 
atau 65.695.000 jika dirupiahkan, dan tahun 2012 sebanyak 2.049 
lembar atau 120.805.000 jika dirupiahkan.  
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Pada tahun 2011, temuan uang palsu menurun dibandingkan 
tahun sebelumnya yakni tahun 2010. Namun, mengalami peningkatan 
yang cukup tinggi pada tahun 2012 bahkan persentasenya hampir 
mendekati 100%. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 3 tahun, 
jumlah temuan uang kertas palsu oleh Bank Indonesia Makassar 
sebesar 4369 lembar atau sebesar 268.325.000 jika dirupiahkan. 
Menurut Dery Rossianto (wawancara pada tanggal 3 Februari 2014) 
bahwa peredaran uang palsu di Indonesia khususnya di kota besar 
seperti Makassar tidak terpola dalam artian tidak mengenal moment. 
Dampak peredaran uang palsu dimasyarakat tidak bergantung pada 
jumlah lembarannya namun besarnya pecahan atau nilai mata uang 
palsu tersebut jika dirupiahkan karena menurutnya jumlah uang rupiah 
yang beredar di masyarakat punya komposisi tersendiri atas 
perhitungan dari Bank Indonesia, dalam artian jumlah uang yang 
beredar dimasyarakat tidak boleh lebih maupun kurang. Maka dari itu, 
keberadaan uang palsu dalam masyarakat akan berakibat fatal 
terhadap keseimbangan perekonomian. 
Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kasus 
pengedaran mata uang kertas palsu dan jumlah uang kertas palsu 
yang diedarkan di kota Makassar tergolong tinggi. Namun hal itu 
tidaklah menjadi ukuran karena masih ada sejumlah uang palsu yang 
ditemukan beredar dimasyarakat. Perkembangan temuan uang kertas 
palsu oleh pihak Bank Indonesia pada tahun terakhir mengalami 
peningkatan yang besar. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada 
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pengedaran uang kertas palsu yang dilakukan pihak-pihak tertentu 
yang hingga sekarang belum terungkap. 
1. Faktor-faktor  Penyebab Terjadinya Pengedaran Mata Uang Kertas 
Palsu 
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana 
pengedaran mata uang kertas palsu meliputi. : 
a. Kondisi Ekonomi. 
Pada dasarnya, setiap manusia punya keinginan untuk memiliki 
uang. Uang merupakan salah satu dan utama dalam menunjang 
kesejahteraan hidup manusia. Bahkan sebagian besar masyarakat 
berpikir taraf kebahagiaan seseorang diukur dari jumlah kekayaan 
yang dimiliki. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab manusia 
berkeinginan memiliki uang hingga menggunakan cara yang salah.  
Menurut MN (26) terpidana kasus pengedaran uang kertas 
palsu (wawancara pada tanggal 29 April 2013) bahwa kondisi 
kemiskinanlah yang menjadi penyebab dia melakukan tindak pidana 
pengedaran uang kertas palsu, bahkan mengedarkan uang palsu 
kadang menjadi profesinya dalam menggantungkan kebutuhan 
hidupnya sehari-hari.  
Berbeda dengan MS (60) warga binaan Lapas Kelas 1 
Makassar (wawancara pada tanggal 29 April 2013), bahwa 
pengedaran uang kertas palsu yang dia lakukan tidak dilatarbelakangi 
oleh kebutuhan hidup tapi karena keuntungan dari pengedaran uang 
kertas palsu, menurutnya bahwa mengedarkan uang palsu sangat 
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memberi keuntungan karena uang kertas palsu disamakan nilainya 
dengan uang kertas asli. 
Menurut AIPDA Resky Yospiah (wawancara pada tanggal 30 
Januari 2014) bahwa, pelaku yang melakukan tindak pidana 
pengedaran uang kertas palsu berpikir bahwa karena faktor ekonomi 
menjadikannya sebagai alasan pembenaran dalam menafkahi 
hidupnya sehari-hari, meski kejahatan pengedaran uang palsu butuh 
keterampilan khusus, tidak sedikit dari mereka yang beranggapan tidak 
ada jalan lain bagi mereka dalam mendapatkan uang selain dengan 
jalan tindakan kriminal yakni mengedarkan uang palsu.  
Menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) 
bahwa: 
“kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, 
kejahatan yang besar tidak dipersbuat untuk memperoleh apa 
yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemawahan”   
 
Lebih lanjut Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 
2001:11) mengemukakan bahwa:  
“Pengaruh kemiskinan atas kejehatan yaitu orang kaya yang 
hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaanya, 
jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri”. 
 
Dari pendapat para ahli diatas dapat dilihat bahwa faktor 
ekonomi juga ikut berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan 
termasuk dalam pengedaran mata uang kertas palsu. Menurut AIPDA 
Resky Yospiah (wawancara pada tanggal 30 Januari 2014) bahwa 
motif utama dari tindak pidana pengedaran uang kertas palsu adalah 
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keuntungan ekonomi. Sebagian besar pelaku dilatarbelakangi 
keinginan mendapat keuntungan dengan cara cepat.  
b. Kondisi peluang mengedarkan uang palsu. 
Pada umumnya, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan karena besarnya peluang. Pengedaran mata uang kertas 
palsu tidak lepas dari kondisi peluang mengedarkan yang besar. 
Jumlah transaksi tunai, selang waktu dalam melakukan transaksi dan 
kurang waspadanya masyarakat membuat pengedar uang palsu 
terpengaruh untuk melakukan pengedaran uang kertas palsu.  
Menurut MS (60) warga binaan Lapas Kelas 1 Makassar 
(wawancara tanggal 29 April 2014) bahwa dia mengedarkan uang 
palsu semata-mata karena mudahnya mengedarkan uang palsu. Dia 
merasa selalu aman dalam melakukannya. Tempat-tempat yang sering 
terjadi transaksi uang tunai dalam waktu yang sekejap menjadi pemicu 
dia mengedarkan uang palsu misalnya di pasar tradisional, stasiun 
pengisian bahan bakar (SPBU) maupun dikios-kios.  Bahkan pada 
kasusnya, pengedaran uang palsu dia lakukan dalam transaksi tunai 
dan dalam jumlah yang terbilang besar. 
Salah satu modus pengedaran uang kertas palsu dan dianggap 
mudah dilakukan oleh pengedar uang kertas palsu adalah 
menyelipkan uang kertas palsu di antara uang asli rupiah lainnya, 
disamping itu bahwa kondisi seperti malam hari atau ditempat sepi 
seperti di pinggiran kota sangat menguntungkan untuknya dalam 
mengedarkan uang kertas palsu.   
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Menurut AIPDA Resky Yospiah (wawancara pada tanggal 30 
Januari 2014), sama seperti tindak pidana lainnya bahwa faktor pelaku 
melakukan pengedaran uang palsu juga ditunjang oleh faktor 
peluangnya dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini, 
masyarakat yang merupakan pihak yang dirugikan juga turut 
mempengaruhi terjadinya pengedaran uang kertas palsu. 
c. Dukungan Teknologi Pemalsuan Uang. 
Pengedaran mata uang kertas palsu tidak lepas dari pembuat 
uang palsu itu sendiri. Dukungan teknologi yang semakin canggih dari 
tahun ke tahun menjadikan pembuatan dan pengedaran uang kertas 
palsu menjadi marak. 
Menurut AIPDA Resky Yospiah (wawancara pada tanggal 30 
Januari 2014) bahwa Pemalsuan uang dari tahun ke tahun lebih 
mudah dilakukan, disamping karena uang kertas lebih mudah 
dipalsukan dibandingkan dengan uang logam, juga karena mudahnya 
ditemukan bahan dan banyaknya cara yang dapat dilakukan dalam 
mencetak uang kertas palsu.  
Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh MS (60) 
salah satu terpidana pengedaran uang kertas palsu (wawancara 29 
April 2014) bahwa hanya dengan alat percetakan sederhanapun sudah 
bisa membuat uang palsu meski dengan kualitas kemiripan tidak persis 
seperti aslinya.  
Beberapa jenis pemalsuan uang kertas yang sudah sangat 
canggih dengan tingkat kemiripan yang lebih baik akan sangat 
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mendorong tingginya angka peredaran uang kertas palsu karena pada 
dasarnya bahwa semakin mirip uang palsu dengan aslinya maka itu 
akan membuatnya semakin mudah dan aman untuk diedarkan. 
d. Kondisi Lingkungan 
Faktor ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan 
upaya mengedarkan uang palsu. Lingkungan sosial tempat hidup 
seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku 
kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari 
pengaruh lingkungan 
Menurut Sahetapy (1992:131) bahwa:  
Biasanya manusia merupakan bagian dari sekurang-kurangnya 
satu  kelompok. Dalam kelompok itu terdapat pikiran-pikiran 
tertentu, norma-  norma tingkah laku atau aturan-aturan tingkah 
laku. Selama individu itu  merasa betah dalam sekelompoknya 
itu dan berada dalam  hubungan yang baik para anggota 
lainnya dalam kelompok itu, maka ia  akan menyesuaikan diri 
sebanyak mungkin dengan pikiran-pikiran,  norma-norma atau 
aturan-aturan yang diberikan oleh para anggota  kelompoknya. 
 
MN (26) yang merupakan salah satu warga binaan Lapas Kelas 
1 Makassar (wawancara tanggal 29 April 2014) mengatakan bahwa, 
mengedarkan uang palsu pada awalnya bukanlah karena atas 
kemauannya sendiri tapi karena tertarik ajakan temannya atas iming-
iming akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Besarnya 
keuntungan dari uang palsu yang diperoleh sama dengan nilai nominal 
asli uang rupiah. 
Berdasarkan keterangan di atas bahwa orang yang bergaul 
dengan penjahat, maka besar kemungkinan akan terus berbuat jahat. 
Sedangkan orang yang tidak jahat, namun hidup di lingkungan orang 
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jahat, akan terikut jahat dan akan melakukan kejahatan, salah satunya 
mengedarkan uang palsu yang sebagaimana diketahui bahwa tingkat 
peredaran uang yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sangat banyak 
dan sangat mudah untuk dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak 
bertanggung jawab. Dan pengaruh-pengaruh yang ada di faktor 
lingkungan ini sangatlah tidak terkontrol dengan benar, bahwa akan 
menimbulkan pengaruh negatif bagi setiap orang yang baru tinggal 
dilingkungan tersebut dan berupaya untuk bergaul dengan sesamanya, 
yang sesamanya itu adalah orang-orang yang berada dalam 
lingkungan yang jahat 
e. Laju Pertukaran Uang. 
Makassar merupakan salah satu kota dengan tingkat kepadatan 
penduduk yang tinggi. Hal ini menjadikan Makassar menjadi pusat 
perekonomian di Sulawesi Selatan, bahkan menjadi gerbang ekonomi 
dan bisnis untuk wilayah Timur Indonesia. Menurut Kepala Divisi 
Sistem Pembayaran BI Makassar, Dery Rossianto (wawancara pada 
tanggal 3 Februari 2014) bahwa Peningkatan ekonomi dan 
pertumbuhan jumlah penduduk di Makassar, tentu saja menunjang laju 
peredaran uang dibandingkan daerah lainnya. Jumlah penduduk yang 
banyak menjadikan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kota Makassar 
menjadi tinggi pula. Sebagian besar pemenuhan kebutuhan di warga 
kota adalah dengan menempuh cara instan yakni melalui proses jual 
beli, disamping itu kebutuhan masyarakat di Kota dan di Desa berbeda 
secara subjektif. Di masyarakat kota, kebutuhan primer hampir sama 
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dengan yang ada di desa, namun kebutuhan sekunder warga kota jauh 
lebih tinggi dengan yang di desa hal ini dipengaruhi karena faktor gaya 
hidup dan lingkungan sosial.  Laju peredaran uang yang tinggi 
merupakan faktor yang menjadikan pengedaran mata uang kertas 
palsu marak terjadi.  
Pemenuhan kebutuhan yang tinggi akan berimbas pada laju 
pertukaran uang yang tinggi pula. Laju peredaran uang yang tinggi 
akan menjadikan pengedaran mata uang kertas palsu marak terjadi 
pula. Jika di Makassar banyak terjadi pengedaran uang kertas palsu di 
bandingkan daerah-daerah lainnya, maka hal tersebut tidak lepas dari 
laju pertukaran uang yang tinggi pula. Semakain besar jumlah uang 
yang beredar maka semakin besar pula peluang uang palsu yang 
beredar di masyarakat. 
f. Keterampilan (skill) pembuat uang kertas palsu. 
Menurut Dery Rossianto (wawancara pada tanggal 3 Februari 
2014), bahwa pengedaran uang kertas palsu merupakan kejahatan 
yang menggunakan keterampilan (skill). Pelaku pembuat dan 
pengedar uang kertas palsu akan terus belajar, karena menurutnya 
pelaku didukung oleh peluang mudah mengedarkan uang kertas palsu 
di masyarakat dan teknologi yang semakin canggih. Dukungan 
peluang dan teknologi akan selalu membuat pelaku pembuat uang 




g. Tingginya Angka Transaksi Tunai 
Menurut Dery Rossianto (wawancara pada tanggal 3 Februari 
2014), sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat Makassar 
masih terlalu bergantung pada transaksi tunai. Tingginya angka 
transaksi tunai di masyarakat khususnya di Makassar tidak lepas dari 
masih banyaknya pasar-pasar tradisional. Masyarakat kota Makassar 
masih terbiasa dengan cara jual beli sederhana yakni dengan transaksi 
tunai langsung antara penjual dan pembeli. 
Pengedaran uang kertas palsu tidak memiliki pola atau moment 
tertentu, pelaku akan berkeinginan mengedarkan uang palsu jika 
kesempatan itu ada. Semakin tinggi angka transaksi tunai di 
masyarakat maka semakin besar pula peluang terjadinya peredaran 
uang kertas palsu. Bila dilihat pada salah satu modus pengedaran 
uang kertas palsu yakni menyelipkan uang palsu diantara uang kertas 
rupiah asli maka tingginya angka transaksi tunai menjadi jalan yang 
sangat mudah bagi pelaku pengedaran uang kertas palsu.  
h. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang uang palsu. 
Masyarakat yang menjadi target utama pengedar uang palsu 
merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingginya 
pengedaran uang kertas palsu. Aktivitas keseharian masyarakat 
khususnya kota Makassar menjadikan masyarakat kurang 
memerhatikan masalah-masalah uang kertas palsu. Masyarakat 
dengan tingkat kewaspadaan dan kesadaran seperti pedagang dan 
profesi lain yang berhubungan dengan jual-beli  yang kurang terhadap 
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bahaya uang palsu  menyebabkan pengedar uang kertas palsu 
menjadi marak.  
Disamping itu, pengetahuan masyarakat tentang uang kertas 
palsu masih minim. Masyarakat yang kurang mengetahui tentang uang 
kertas palsu umumnya adalah masyarakat kecil. Hal ini umumnya 
dikarenakan mereka hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari tanpa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan uang kertas 
palsu. 
i. Kurangnya alat pendeteksi uang palsu di masyarakat. 
Beberapa uang kertas palsu yang punya tingkat kemiripan yang 
tinggi dengan uang rupiah asli menjadikan pendeteksian uang kertas 
palsu dengan cara sederhana seperi slogan 3D ( dilihat, diraba, 
diterawang) menjadi kurang efektif. Disamping itu, cara sederhana ini 
terkadang tidak bisa dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat 
yang punya kekurangan fisik maupun yang usia lanjut. Maka dari itu, 
pendeteksi uang palsu seperti senter Ultra Violet menjadi hal yang 
semestinya diutamakan. Kurangnya masyarakat yang memiliki bahkan 
mengetahui menjadikan uang kertas palsu banyak beredar.  
Menurut Dery Rossianto (wawancara pada tanggal 3 Februari 
2014), pengetahuan masyarakat tentang alat pendeteksi uang palsu 
masih minim, bahkan keinginan untuk memilikinya juga tergolong 
masih rendah. Dia juga mengatakan, di Indonesia alat pendeteksi uang 
kertas palsu sangat kurang di masyarakat, di instansi-intansi seperti 
perusahaan di bidang jasa keuangan dan perbankan belum 
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sepenuhnya memiliki alat pendeteksi uang kertas palsu, ini 
dipengaruhi karena masyarakat akan berpikir akan membutuhkan 
waktu lama dalam melakukan transaksi atau jual-beli jika 
menggunakan alat tersebut, disamping itu juga akan muncul pemikiran 
bahwa ketika seseorang membeli dan uangnya diperiksa alat 
pendeteksi uang palsu maka akan muncul anggapan yang tidak sopan 
bahwa pembeli akan dicurigai sebagai pengedar uang kertas palsu. 
Kurangnya alat pendeteksi uang kertas palsu yang dimiliki masyarakat 
akan berdampak pada tingginya angka pengedaran uang kertas palsu, 
dikarenakan pemalsuan uang kertas akan selalu beradaptasi dengan 
teknologi.  
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang 
Kertas Palsu 
Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu 
menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun 
kepentingan hukum Negara., tidaklah mudah seperti yang 
dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak 
kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada 
dipermukaan bumi ini, kriminaitas akan hadir pada segala bentuk 
tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, 
karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai 
pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi 
oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya 
tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu. Dalam rangka 
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menanggulangi dan mengurangi tindak pidana pengedaran mata uang 
kertas palsu, ada dua bentuk upaya atau tindakan yang dilakukan : 
2.1 Upaya Preventif. 
Upaya preventif yang dilakukan ini menuntut adanya 
keterkaitan antara institusi yang terkait dalam masalah kejahatan 
uang palsu ini dengan masyarakat luas, yaitu 
a. Upaya Pencegahan Oleh Pihak Kepolisian 
Dalam hal pencegahan pengedaran mata uang kertas palsu, 
pihak Kepolisian berusaha bertindak maksimal. Pihak kepolisian 
turun langsung menyentuh ke elemen masyarakat, terkhusus 
kepada pedagang yang umumnya melakukan transaksi tunai setiap 
hari. Selain berupa himbauan langsung, pihak kepolisian juga 
melakukan sosialisasi hukum melalui BAPEMKAMTIBMAS (Badan 
Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat). dengan memberi 
informasi dan pengertian bahwa pengedaran uang palsu 
merupakan tindakan pelanggaran hukum dan bisa berdampak 
buruk terhadap perekonomian. 
Disamping itu, pihak kepolisian juga melakukan kerjasama 
dengan instansi terkait seperti Bank Indonesia dan Perbankan 
lainnya dalam mensosialisasikan uang palsu. Misalnya melalui iklan 
layanan masyarakat melalui media televisi dan media cetak dengan 
slogan 3D “dilihat, diraba dan diterawang” serta penempatan papan 
peringatan atau baliho tentang bahaya uang palsu di tempat umum 
di kota Makassar.  
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b. Pencegahan Peredaran Uang Palsu Oleh Bank Indonesia 
Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pengedaran 
uang, Bank Indonesia selalu berupaya agar uang yang dikeluarkan 
dan diedarkan memiliki ciri-ciri dan unsur pengaman yang cukup 
mudah dikenali oleh masyarakat namun di pihak lain dapat 
melindungi uang dari unsur pemalsuan. 
Menurut Kepala Divisi Sistem Pembayaran Bank Indonesia 
Makassar, Dery Rossianto (wawancara pada tanggal 3 Februari 
2014) bahwa Keaslian uang dapat dikenali melalui ciri-ciri yang 
terdapat baik pada bahan yang digunakan untuk membuat uang 
(kertas, plastik atau logam), desain dan warna masing-masing 
pecahan uang, maupun pada teknik pencetakan uang tersebut.  
Menurutnya, Dalam penetapan ciri-ciri uang dianut suatu 
prinsip bahwa semakin besar nilai nominal uang maka semakin 
banyak unsur pengaman (Security Features) dari uang tersebut 
sehingga aman dari usaha pemalsuan. Disamping itu, sistem 
keamaan uang sudah ditentukan standardnya secara internasional.  
Salah satunya memberi cetakan intaglio (dapat diraba). Jadi uang 
itu tidak bisa sembarangan dicetak. Kertasnya juga khusus karena 
sifatnya forensik.  
Untuk langkah antisipasi Bank Indonesia bekerja sama 
dengan Perum Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang 
Republik Indonesia), bahkan secara global Bank Indonesia dan 
Perum Peruri bekerjasama dengan Interpol. Dengan demikian, para 
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pencetak dan pengedar uang palsu dapat terus diawasi oleh dunia. 
Tak hanya itu saja. Diskusi dan saling tukar informasi untuk 
mencari metode yang tepat dalam pencegahan beredarnya uang 
palsu dapat terus dilakukan. 
Bank Indonesia menetapkan pembaharuan uang kertas 
rupiah dillakukan minimal 5 tahun sekali dan maksimal 10 tahun. 
Menurut Dery Rossianto (wawancara pada tanggal 3 Februari 
2014) bahwa pihak Bank Indonesia harus selangkah lebih maju dari 
pemalsu uang kertas, menurutnya ketika pemalsu baru sadar 
perbedaanya, teknologi pengamanan uang kertas rupiah sudah 
dirubah lagi. 
Disamping pengamanan pada uang, pihak Bank Indonesia 
juga melakukan upaya pencegahan peredaran uang palsu dengan 
menyentuh langsung ke masyarakat. Bank Indonesia melakukan 
sosialisasi langsung maupun seminar yang bekerjasama dengan 
instansi terkait terkhusus Kepolisian, Mitra Perbankan hingga 
instansi seperti pemerintah dan kampus.  
Sosialisasi yang dilakukan Bank Indonesia meliputi 2 
macam, yakni 
1. Sosialisasi secara langsung melalui tatap muka dan penyuluhan 
kepada berbagai lapisan masyarakat. Umumnya objek 
sosialisasi berasal dari berbagai kalangan masyarakat, seperti 
perbankan, pedagang pasar tradisional, murid-murid sekolah, 
mahasiswa, serta aparat penegak hukum. Selain itu, upaya 
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penyuluhan ciri-ciri keaslian uang rupiah dilakukan melalui 
kegiatan pameran dan seminar 
2. Sosialisasi secara tidak langsung, melalui penayangan Iklan 
Layanan Masyarakat (ILM) di berbagai media elektronik dan 
media cetak, melalui istilah ”3D”. Selain itu, BI juga 
menyediakan sarana informasi yang lebih lengkap dan jelas 
pada menu system pembayaran pada situs bi.go.id, yang 
diresmikan pada 28 Desember 2006. Materi pada situs tersebut 
meliputi edukasi tentang data dan keaslian uang rupiah, serta 
data dan penyebaran uang palsu di Indonesia. 
Menurut Dery Rossianto (wawancara pada tanggal 3 
Februari 2014), masyarakat sebisa mungkin harus waspada 
terhadap setiap transaksi tunai. Mengingat tingginya transaksi jual 
beli secara tunai di Kota Makassar. Sosialisasi sering dilakukan 
dalam waktu-waktu tertentu misalnya pada menjelang hari raya, 
awal dan akhir tahun, dimana pada waktu tersebut transaksi jual 
beli secara tunai sangat tinggi. Pendeteksian uang palsu bisa 
dilakukan secara sederhana seperti pada slogan 3D bahkan hingga 
dengan penggunaan senter ultraviolet.   
Pihak Bank Indonesia juga mengungkapkan bahwa karena 
peredaran uang palsu yang tidak terpola, masyarakat dianjurkan 
untuk melakukan transaksi non-tunai misalnya melalui transfer atau 
debit sehingga lebih aman dalam bertransaksi.   
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2.2  Upaya Represif  
Yang dimaksud dengan upaya Represif adalah setiap upaya 
dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan dan 
pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak Hukum dengan 
langkah-langkah: 
a. Penyelidikan 
Yaitu melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis 
yang terjadi dalam kasus peredaran uang palsu yang dilakukan 
oleh orang ataupun kelompok dalam masyarakat. Tidak terlepas 
apabila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk 
penegakkan hukum positif Indonesia. 
b. Penindakan. 
Yaitu melakukan upaya penegakan hukum yang adil 
sesuai dengan tindakan peredaran uang palsu yang dilakukan 
masyarakat dalam bentuk apapun. Serta Hakim wajib 
memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku tindak 
pidana peredaran uang palsu sesuai dengan Undang-Undang 









1) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana 
pengedaran mata uang kertas palsu meliputi : 
a. Kondisi Ekonomi 
b. Kondisi Peluang Mengedarkan Uang Palsu 
c. Dukungan Teknologi Pemalsuan Uang. 
d. Kondisi Lingkungan 
e. Laju Pertukaran Uang 
a. Keterampilan Pembuat Uang Kertas Palsu. 
b. Tingginya Angka Transaksi Tunai 
c. Minimnya Pengetahuan Masyarakat tentang Uang Kertas 
Palsu 
d. Kurangnya alat pendeteksi uang palsu di masyarakat. 
2) Upaya dalam menanggulangi tindak pidana pengedaran mata 
uang kertas palsu yang dapat dilakukan adalah : 
1. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap 
elemen terkhusus Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal 
dalam pencetakan uang Negara, kepolisian sebagai lembaga 
penegak hukum dan masyarakat. 
2. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak 




1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengedaran mata uang 
kertas palsu sangat diperlukan peran aparat penegak hukum agar 
jika terjadi suatu tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu 
hendaknya kepolisian harus tanggap dan berusaha mengambil 
tindakan, selain itu profesionalisme penegak hukum juga menjadi 
faktor penting dalam menangani tindakan pengedaran mata uang 
kertas palsu yang terjadi di tengah masyarakat. Kepolisian 
berperan aktif dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum 
positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan 
hukum maupun berinteraksi langsung dengan masyarakat. 
2. Bank Indonesia sebagai pemegang tugas pokok di bidang 
pengedaran uang, harus selalu mengontrol dan mendata mengenai 
pengedaran uang palsu. Pengembangan security features dalam 
uang rupiah harus selalu ditingkatkan berdasarkan riset dan 
penelitian serta diperbaharui sesuai dengan kemajuan jaman. 
Disamping itu, diperlukan sosialisasi mengenai pencegahan uang 
palsu baik secara langsung maupun melalui media tertentu. Bank 
Indonesia juga diharapkan agar terus mengupayakan kordinasi 
pencegahan uang palsu terhadap semua instansi terkait seperti 
Perum Peruri, perbankan, aparat penegak hukum, pemerintah dan 
masyarakat. 
3. Masyarakat sebagai pihak yang paling tersentuh langsung oleh 
dampak pengedaran mata uang kertas palsu harus lebih waspada. 
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Masyarakat harus bisa mengenali uang palsu dan mengambil 
tindakan jika menemukan uang palsu, disamping itu karena 
pengedaran uang kertas palsu yang tidak terpola maka masyarakat 
juga harus berupaya untuk menekan transaksi tunai dan mulai 
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